Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan dan akibat hukum perkawinan antara Warga
Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi asing berstatus apatride (tanpa
kewarganegaraan). Masalah utama yang diangkat adalah keabsahan perkawinan
tersebut dalam sistem hukum nasional serta dampaknya terhadap status
kewarganegaraan dan hak perdata anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum negara karena
tidak memenuhi syarat administratif pencatatan dan tidak dapat dikategorikan
sebagai perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan akibat ketiadaan
kewarganegaraan yang sah dari pihak pengungsi. Akibatnya, perkawinan tersebut
hanya dianggap sah secara agama. Akibat hukum bagi anak yang dilahirkan adalah
anak tersebut berstatus anak luar kawin. Namun, berdasarkan asas ius sanguinis
dalam UU Kewarganegaraan, anak tersebut tetap berhak atas kewarganegaraan
Indonesia mengikuti orang tuanya yang WNI untuk mencegah kondisi tanpa
kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga
memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin melalui pengakuan
hubungan perdata dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah. Hubungan
tersebut tidak hanya mencakup pengakuan keperdataan, tetapi juga menimbulkan
hak alimentasi berupa hak anak untuk memperoleh nafkah, pemeliharaan,
pendidikan, dan perlindungan dari ayah biologisnya, meskipun status pernikahan
tidak tercatat. Penelitian ini menyimpulkan adanya kekosongan hukum bagi subjek
apatride dalam regulasi perkawinan di Indonesia.
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